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MOTTO: 

ا امَٰنٰتِكُمْ وَانَْتمُْ  سُوْلَ وَتخَُوْنوُْٰٓ َ وَالرَّ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تخَُوْنوُا اللّٰه

 تعَْلَمُوْنَ 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” 

 (Q, S. AL- Anfal: 27)  
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ABSTRAK 

          Rusaknya atau hilangya barang yang dititipkan di area parkir, maka 

pengelola usaha parkir telah melakukan suatu ketidakhati-hatian atau 

ketidaktelitian yanag memebuat dia melakukan perbuatan melanggar 

kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan kendaraan milik 

pengguna jasa parkir atau konsumen, sebagai akibatnya pengelola usaha 

parkir dapat dikenakkan tanggung jawab atas ketidakhati-hatian atau 

ketidaktelitian terhadap barang yang telalah dititipkan termasuk juga 

pengelolaan yang dilakukan oleh petugas parkir di parkiran RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur yang sering terjadinya 

kehilangan helm, kehilangan barang bawaan dan kerusakan pada sepeda 

motor di karenakan kelalaian yang di lakuakan oleh pihak pengelola parkir 

sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok 

Timur. 

         Masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimna pengelolaan jasa 

parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur, 2. 

Bagaimna perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di 

RSUD. Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur perspektif 

hukum Islam, 3. Bagaimna perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir 

sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok 

Timur perspektif hukum positif. 

           Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti 

menggunakan metodelogi kualitatif, dengan mengumpulkan data dengan 

cara yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya dari wawancara 

dilakukan antara pengguna jasa parkir dan penggelola parkir dan petugas 

parkir, sedangkan sumber data sekundernya dari buku-buku, baik yang 

berkaitan tentang muamalah, metodelogi maupun perlindungan konsumen 

           Dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelola dan petugas parkir 

yang ada di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, 

tidak sesui dengan hukum Islam dan hukum Positif, seperti kehilangan 

helm, kehilangan barang bawaan, kerusakan pada sepeda motor dan 

sampai kehilangan sepeda motor, dan pihak petugas parkir tidak 

bertanggung jawab, petugas parkir beralasan bahawa segala bentuk 

kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab petugas parkir karena 

tidak ada dalam surat perjanjian kerja. Namun yang bertanggungjawab 

hanya dari pihak pengelola usaha parkir saja itupun pembayaran kerugian 

yang ditanggung pengelola parkir hanya jika yang hilang adalah 
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kendaraan bermotor dan pembayaran kerugianya hanya 50% dari total 

kerugian. 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Parkir, Sepeda Motor, Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam realitas kehidupan, manusia tidak dapat hidup secara 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena keterbatsan manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan tuntunan, aturan 

kemudahan bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. 

Jasa penitipan atau dalam Islam disebut wadi’ah merupakan salah 

satu bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dalam 

konteks sosial berbasis tolong-menolong dengan jalan pemberian 

kepercayaan satu pihak kepada pihak lain untuk menjaga barang 

tersebut, atau sering di sebut dengan titipan.1 

Nabi Muhammad saw. Bersabda:  

 ََ  أدَِِّ الأمََانةََ إِلىَ مَنِ ائتْمََنكََ وَلََ تخَُنْ مَنْ خَانك2َ
Artinya: Tunaikanlah amanah yang di percayakan kepadamu dan 

jangan membalas dan jangan membalas khiayanat kepada orang 

yang telah menghianatimu.3 

Dalam bahasa Indonesia wadi’ah disebut dengan penitipan, 

dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) definisi penitipan adalah 

proses menaruh barang dan sebagainaya agar disimpan, dirawat, 

disampaikan pada orang lain, dan sebagainya.  

                                                
          1Muhammad Harfin Zuhdi, Muqaranah Fiqih Mu’amalah, (Mataram: Perum Putri 

Bunga Amanah, 2018), hlm 153. 
           2Muhammad Bin Isma’il Al-Kahlani, Subul As-Salam, (Mesir: Mushthafa Al-

babiy,tt.), Jilid 3, hlm.68. 

          3Ibid.hlm 156 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengungkapkan 

tentang penitipan yang terdapat pada pasal 1694 KUHPerdata yang 

berbunyi: “penitipan adalah terjadi, apabiala seseorang menerima 

sesuuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahawa ia telah 

menyimpanya dan mengembalikanya dalam ujud asalanya”4salah 

satu bentuk jasa penitipan di Indonesia adalah jasa parkir sepeda 

motor yang banyak kita temui pada tempat tempat umum seperti di 

pusat pemberlanjaan, kampus, tempat wisata, rumah sakit dan tempat-

tempat umum lainya yang mempunyai tempat parkir yang  relatif luas. 

Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 pasal 1 nomor 15 

tentang perparkiran, yang dimaksud dengan parkir adalah “keadaan 

kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan 

ditinggalkan pengemudinya”. Fasilitas parkir adalah fasailitas 

pendukung aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas parkir 

bisa di bedakan menjadi dua yaitu, pertama fasalitas parkir pada 

badan jalan, adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan 

menggunakan badan jalan, kedua fasiliatas farkir di luar badan jalan, 

adalah fasalitas yang dibuat khusus yang dapat berupa lapangan parkir 

maupun gedung parkir yang biasanya yang diusahakan sebagai 

kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa 

palayanan parkir untuk umum.5 

Fasilitas untuk umum yaitu fasiliatas parkir di luar badan jalan 

berupa gedung parkir atau taman parkir, pengelolaan fasilitas parkir 

untuk umum dapat diselengarakan oleh pemerintah, atau warga 

negara Indonesia. Oleh sebab itu, munculah usaha parakir yaitu suatu 

                                                
          4 David m. L. Tobing, Hukum perlindungan Konsumen dan Parkir, (Jakarta, 

Timpani 2007), Hlm 6. 

          5 Ibid.  
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kegiatan usaha yang menyediakan fasilitas dan jasa pelayanan parkir 

untuk umum.6 

Pihak-pihak dalam usaha parkir adalah pihak pengelola parkir 

atau pihak usaha parkir dan pihak masyarakat sebagai pengguna jasa 

parkir atau konsumen sebagai penerima manfaat jasa parkir. Jika 

dilihat dari banyaknya gedung-gedung dan wisata di Indonesia dapat 

di pastikan gedung-gedung dan tempat-tempat umum tersebut pastilah 

mempunyai fasilitas berupa lapang parkir. Sehingga hal tersebut 

sangatlah mengutungkan untuk usaha pengelola parkir. 

Dikarenakan usaha perpakiran mempunyai prospek yang sangat 

baik dan memiliki keuntungan yang cukup besar, oleh karena itu 

pengelola parkir harus memiliki standar-standar keamanan yang harus 

ditetapkan ditempat parkir oleh pelaku usaha. Tidak hanya keselamtan 

dalam hal standar keamanan tempat parkir atau gedung parkir, tetapi 

juga wajib memperhatikan standar keaman barang yang di titipkan di 

tempat parkir tersebut, baik berupa kendaraan yang di parkirakan 

ataupun hal laian yang dititipkan oleh pengguna jasa parkir atau 

konsumen. 

Kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir adalah 

faktor utama dalam menjalankan usaha parkir. Rasa aman adalah 

peran lebih dari sekedar kenyamanan, namun juga merupakan 

tanggung jawab moral demi mencapai standar pelayanan tertinggi. 

Menggiurnya usaha parkir pada praktiknya tidak lepas dari masalah 

yang cukup serius bagi pengguna jasa parkir atau konusumen dan 

pengelola usha parkiran. Konsumen pengguna jasa parkir seringkali 

menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan kendaraan 

                                                
          6 Ibid.hlm 7 
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maupun barang-barang yang berada di dalam kendaraan maupun 

kerusakan-kerusakan yang terjadi selama penitipan di tempat parkir. 

Dalam penitipan, jika terjadi suatu hal yang terjadi pada barang 

yang di titipkan, baik berupa kehilangn atau keruskan pada barang 

yang dititipkan, maka hal tersebut haruslah menjadi tanggung jawab 

orang yang dipercayakan untuk dititipkan barangnaya oleh 

konsumen.7 

Dalam KUHPerdata dijelaskan tentang tanggung jawab bagi 

penerima titipan barang tersebut, hal tersebut terdapat pada pasal 1706 

KHUPerdata yang berbunyi: “Si penerima titipan diwajibkan 

menggenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, 

memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara 

barang-barangnya sendiri”. Dari pasal di atas menjelaskan bahwa 

setiap barang yang dititipkan itu adalah tanggung jawab si penerima 

titipan. Apabiala terjadi sesesuatu dengan barang yang dititipkan, baik 

itu kehilanagn ataupun kerusakan, maka hal tersebut tetapalah 

menjadi tanggung jawab si penerima titipan. Apabila dikaitkan 

dengan tulisan ini, perjanjian yang sudah dilakuakan antara pengelola 

usaha parkir dengan pengguna jasa parkir adalah perjanjian penitipan, 

sebagai akibatnya pengelola usaha parkir wajib bertanggungjawab 

terhadap keamanan dan keselamatan kendaraan milik pengguna jasa 

parkir dan pengelola usaha parkir juga wajib bertanggungjawab 

apabila dia melakuakan suatu kelalaian deangan hilangya barang atau 

rusaknya barang (pada hal ini baik berupa barang yang dititipakn, 

ataupun kendaraan yang dititipkan di area parkiran) sehingga 

                                                
         7 Ibid.hlm 8  
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mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna jasa parkir atau 

konsumen  

Rusaknya atau hilangya barang yang dititipkan di area parkir, 

maka pengelola usaha parkir telah melakukan suatu ketidakhati-hatian 

atau ketidaktelitian yang membuat dia melakukan perbuatan 

melanggar kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan 

kendaraan milik pengguna jasa parkir atau konsumen, sebagai 

akibatnya pengelola usaha parkir dapat dikenakkan tanggung jawab 

atas ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian terhadap barang yang 

telalah dititipkan.8 

Peraturan tentang parkir sudah di atur dalam PERDA kabupaten 

Lombok Timur nomor 10 tahun 2016 tentang penyelengaraan parkir. 

Berdasasrkan Observasi yang di lakuan pada pengguna jasa parkir 

sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok 

Timur dalam praktik pelayanan yang di berikan oleh pelaku usaha 

parkiran di parkiran RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten 

Lombok Timur telah banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat 

karena praktik pengelolaan yang tidak profesional dan tidak sesuai 

dengan PERDA kabupaten Lombok Timur nomor 10 tahun 2016 pada 

pasal 5 huruf b yang berbunyi: “Menjaga keamanan dan ketertiban 

tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan 

beserta perlengkapanaya” akan tetapi di parkiran RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur berkali-kali kehilangan 

helm, kehilangan barang bawaan dan kerusakan pada sepeda motor di 

karenakan kelalaian yang di lakuakan oleh pihak pengelola parkir 

                                                
          8 Janus Sidoblak, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2. 
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sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok 

Timur.9 

Dalam Praktik jasa parkir sepeda motor agar sesuai dengan 

hukum positif didasarkan pada. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), terdapat dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang 

berbunyi: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima 

sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia telah 

menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya” 

Dalam praktek Penitipan jasa parkir sepeda motor agar sesuai 

dengan Hukum Islam di dasarkan dalam al-quran’an surah Al- 

baqarah ayat 283 yang berbunyi: 

قْبوُْضَةٌ فَۗاِنْ امَِنَ  لمَْ تجَِدوُْا كَاتبِاً فَرِهٰنٌ مَّ وَانِْ كُنْتمُْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ

َ رَبَّهٗ ۗ وَ  لََ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيؤَُدِِّ الَّذِى اؤْتمُِنَ امََانتَهَٗ وَلْيتََّقِ اللّٰه

ُ بِمَا تعَْمَلوُْنَ  هَادةََۗ وَمَنْ يَّكْتمُْهَا فاَِنَّهٰٗٓ اٰثمٌِ قَلْبهُٗ ۗ وَاللّٰه تكَْتمُُوا الشَّ

 ٌَ  عَلِيْم10

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 

yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. 

Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena 

barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). 

                                                
          9Hamzanwadi, Wawancara, Selong,10 Agusttus 2021. 

         10 Qs al-Baqarah [2]: 283 
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Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”11 bahwa dalam 

ayat ini menjelaskan keharusan bersipat amanah dalam segala hal 

termasuk dalam pengelolaan parkir sepeda motor di RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur. 

        Jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha 

parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten 

Lombok Timur jelas masalah-masalah ini melanggar Undang-Undang 

yang berlaku dan syariat Islam, maka peneliti mengangkat judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM  PENGGUNA JASA PARKIR SEPEDA 

MOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI 

KASUS DI RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG KABUPATEN LOMBOK 

TIMUR)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan jasa penitipan parkir sepeda motor di 

RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur? 

2. Bagaimna perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda 

motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok 

Timur perspektif hukum Islam? 

3. Bagaimna perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda 

motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok 

Timur perspektif hukum positif? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah: 

                                                
          11Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahanya, (Surabaya: Mekar 

surabaya, 2002), hlm 60. 
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a. Untuk mengetahui pengelolaan jasa parkir sepeda motor di 

RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa 

parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong 

Kabupaten Lombok Timur perspektif hukum islam. 

c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa 

parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong 

Kabupaten Lombok Timur perspektif hukum positif 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan ini dapat bermanfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

sebagai upaya memberikan sumbangan pemikiran dikalangan 

masyarakat luasserta diharapkan memperkaya pengetahuan 

tentang perlindungn hukum Islam maupun hukum positif 

khususnya dalam bidang jasa parkir sepeda motor. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan dan informasi mengenai perlindungan hukum bagi 

pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. 

Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur. 

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian 

Ketika berbicara tentang ruang lingkup dan lokasi penelitian, 

maka erat kaitannya dengan batasan-batasan penelitian atau tempat 

lokasi dimana peneliti bisa mendapatkan informasi yang dijadikan 

objek penelitiannya. 

1. Ruang Lingkup Penelitian 
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Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terfokus pada 

permasalahan yang terkait perlindungan hukum pengguna jasa 

parkir sepeda motor perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

Berdasarkan pokok pembahasan diatas peneliti membatasi 

penelitian mengenai beberapa permasalahan, yaitu menyangkut 

terkait perlindungan hukum pengguna jasa parkir sepeda motor di 

RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur 

perspektif hukum islam dan hukum positif. 

2. Setting Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan diparkiran RSUD.Dr. R. 

Soedjono Selong Peneliti mengambil lokasi tersebut dengan 

beberapa pertimbangan antara lain berdasarkan pengamatan yang 

peneliti lakukan bahwa diParkiran RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

telah diobservasi oleh peneliti sebelumnya yaitu di Parkiran 

RSUD Dr. R. Soedjono Selong tersebut banyak di kunjungi oleh 

masyarakat kabupaten Lombok Timur alasannya mereka karena 

bahwa RSUD Dr. R. Soedjono Selong. Merupakan rumah sakit 

yang lengkap dan pelayananya yang baik. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap peneliti-peneliti 

terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya dalam hal ini ada 

beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti berkaitan dengan 

judul yang peneliti angkat yaitu: 

1. Penelitan Reza Ediputra yang berjudul, Perlindungan Hukum 

Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan 

Kendaraan Bermotor di Universtas Brawijaya Malang. Hasil 

penelitian saudara Reza Edipura terkait Perlindungan Hukum 
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Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan 

Kendaraan Bermotor di Universtas Brawijaya Malang di 

dapatkan kesimpulan dalam sekeripsi ini adalah dalam terkait 

pertanggung jawaban petugas parkir apabila terjadi kelalian 

padanya yang menyebabkan kehilnagan kendaraan bermotor milik 

pengguna jasa parkir sepeda motor, hal ini telah sesui dengan 

pasal 1365 KUHPerdata yaitu: 1) adanya perbuatan melanggar 

hukum, 2). adanya kesalahan, 3). adanya kerugian, 4). adanya 

huabungan kuasalitas antara kesalahan dan kerugian dan 

perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi 

kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang 

adalah masih belum mendapatkan perlindungan hukum, karena 

masih banyak pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan 

kendaraan bermotornya tidak mendapatkan ganti rugi dan upaya 

yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola parkir Universitas 

Brawijaya untuk melindungi pengguna jasa parkir yang 

kehilangan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan ganti 

rugi kepada pihak yang kehilangan dengan syarat dan ketentuan 

yang tertera pada Surat Edaran parkir tersebut terpenuhi. 

          Perbedaan penelitian Reza Ediputra hanya mengkaji 

bagaimana perlindungan hukum positif bagi pengguna jasa parkir 

sepeda motor tanpa merujuk pada hukum Islam dan pembahsanya 

mengenai perlindungan hukum pada pengguna jasa parkir sepeda 

motor apabila terjadi kehilangn sepeda motor.12 

                                                
           12Reza Ediputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam 

Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor di Universtas Brawijaya Malang, (Skripsi, 

Universitas brawijaya Malang, Malang, 2014), hlm.10. 
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2. Penelitian Andri Kurniawan yang berjudul, Implementasi 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Berdasarkan hasil analisa yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dianggap belum 

sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih ditemukan beberapa 

kasus kegiatan pelaku usaha parkir yang mencoba membatasi 

tanggung jawab terhadap konsumennya yang mengalami kerugian 

di tempat parkir. Ketidaksesuaian Implementasi Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan prektek parkir yang ada 

di Pertokoan Shoping Metro dapat dilihat dari hal-hal berikut: 

Konsumen belum mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan terhadap kendaraan yang diparkir, larangan 

untuk tidak mengunci kendaraan tidak disertai dengan ketatnya 

penjagaan kendaraan dan tanggung jawab apabila nantinya terjadi 

kehilangan.13 

           Perbedaan kedua penelitian terletak pada tempat penelitian 

dan penelitianAndri Kurniawan hanya mengkaji bagaimana ke 

efektipan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

3. Penelitian Masyita Mustika Sariyani yang berjudul, Penyelesaiaan 

Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor Putusaan 

Mahkamah Aguamg Nomor 2157 K/Pdt 2010. Hasil penelitian 

Saudari Masyita Mustika Sariyani dapatkan disimpulkan bahwa 

prosedur penyelesaian sengketa konsumen pengguna jasa parkir 

                                                
             13 Andri Kurniawan, “implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, (Skripsi IAIN Metro Lampung, Lampung, 2018),hlm15. 
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dalam hal terjadinya kehilangan sepeda motor ditempat parkir 

dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan maupun 

jalur luar pengadilan. Pengguna Jasa parkir atau konsumen berhak 

unttuk menggugat atas kehilangan sepeda motor di tempat parkir, 

dalam Undang-Undng No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen menjamin hak konsumen untuk menggugat pelaku 

ushaha yang melakukan pelanggaran melalui lembaga yang 

bertugas. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha tidak hanya dapat diselesaikan melalui kedua lembaga 

tersebut, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui 

penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa selamatidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia.14 

           Perbedaan kedua Masyita Mustika Sariyani mengkaji 

bagaimana penyelesaian sengketa pada pengguna jasa parkir 

sepeda motor apabila terjadi kehilangn sepeda motor tanpa 

mengikut sertakan perlindungan hukumnya. 

F. KERANGKA TEORI  

1. Konsep Umum tentang Perlindungan Hukum 

a. Pengertian Perlindungan Hukum 

         Perlindungan hukum sebagai upaya penegakan aturan 

hukum dalam tatanan kehidupan bernegara. Perlindungan 

dimaksudkan untuk memberikan pengayoman terhadapa Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain.15 

                                                
            14 Masyita Mustika Sariyani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir 

Kendaraan Bermotor Putusan Mahkamah Agung Nomer 2157 K/Pdt 2010, (Skripsi UIN 
Syarief Hidayatullah Jakarta, jakarta, 2018), hlm 21 

             15  Sri Warjianti, Memahami Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), hlm. 167. 
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Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-

subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan suatu 

sanksi.16 

         Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah 

adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak 

dalam kepentingan tersebut.17 

         Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai 

Negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan 

perlindungan hukum terhadap warga negaranya sesuai isi 

pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan 

pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan 

harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan yang 

maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta 

keadilan sosial. Dalam teori perlindungan hukum bahwa untuk 

menjalankan dan memberikan perlindungan, Philipus M. Hadjon 

mengemukakan, diperlukan suatu tempat atau wadah dalam 

pelaksaanya yang sering disebut dengan sarana perlindungan 

hukum preventif dan represif.18 

        Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian yang 

dimaksudkan sebagai penceghan agar tidak terjadi pelanggaran 

atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum 

prepentif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman 

                                                
              16 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah, (Makassar: Humanites 

Genius, 2020), hlm.100. 
                 17 Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga, (Jakarta: 

CV Budi Utama, 2012), hlm .167. 

                18  Ibid. 
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dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait. 

Sementara penegakan hukum represif dilakukan, apabila telah 

terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum 

represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, 

melainkan untuk menanggulangi jika ada permasalahan hukum 

teruma jika ada pelanggaran.19 

b. Kaidah Hukum Sebagai Aturan Hidup dan Perlindungan 

Kepentingan 

 Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh 

penguasa Negara untuk memperkokoh dan untuk memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilakukan oleh 

ketiga sosial lainnya, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan 

kaidah kesopanan.20  

Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga 

kaidah sosial yang lain ada dua yaitu: 

1) Untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap 

kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh 

ketiga kaidah sosial yang lain. 

2) Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan 

oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan bentuk 

penjabaran secara konkret dari pasangan nilainilai yang 

bersifat global yang telah diserasikan. 21 

                                                
                 19 Victorianus Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, 
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm, 6263. 

               20 Sri Warjianti, Ilmu Hukum, (Jakarta: Predamedia Group, 2018), hlm.21.   

               21 Ibid.hlm.21  
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           Perlindungan hukum dilakukan agar suatu hak dapat 

dipenuhi hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu 

paket oleh Allah dengan manusia itu sendiri disebut hak orisinil. 

Akan tetapi selain hak yang melekat pada diri manusia secara 

kodrati, ada hak yang merukapan bentkan hukum karena 

diciptakan oleh hukum yang disebut dengan hukum derivatif. 

Hak orisinil berupa hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak 

milik, dalam hal ini hukum bukan menciptakan hak itu, 

melainkan mengakui hak itu, adapun hak derivatif timbul karena 

diciptakan oleh undangundang, di praktikkan dalam hukum 

kebiasaan, dan dituangkan dalam perjanjian.  

          Hak orisinal menjadi landasan bagi tujuan hukum karena 

hak orisinal memberikan aspek fisik dan eksisistensial manusia. 

untuk mempertahankan hak orisinal itulah dikembangkan norma 

hukum yang berupa perintah dan larangan berkaitan dengan 

adanya hak tersebut. Oleh karena perintah dan larangan perlu 

dituangkan dalam aturan hukum yang bersifat konkret, aturan 

hukum itu harus didasarkann atas hak yang bersifat orisinal 

tersebut. Hak yang bersifat orisinal itulah yang menjadi pedoman 

bagi tujuan hukum, yaitu damai sejahtera. Berdasarkan uraian 

tersebut, aturan hukum harus didasarkan pada hak orisinal dan 

ditujukan untuk mencapai damai sejahtera.22 

   2.  Konsep Umum tentang Barang Titipan 

        a.  Pengertian Barang Titipan 

Barang Titipan dikenal dalam bahasa fiqih denga al-wadiah 

secara etemologi, wadiah berasal dari kata wada’a berrti harta 

                                                
                 22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 

hlm.158161 
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yang di titipkan kepada seseorang yang di percayai untuk 

menjaganya, sedangkan secra terminologi, ada dua defenisi yang 

di gunkan ahli fiqih sebagai berikut”.23 

Pertama, fuqaha mazhab hanafi mendefinisikan dengan 

“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik 

dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui isyrat”. 

Kedua, fuqaha mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali 

mendefinisikan wadi’ah dengan “mewakilkan orang lain untuk 

memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.24 

          b. Rukun dan Syarat 

           Menurut Fuqaha Hanafiyah bahwa rukun akad wadia’ah 

hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur 

Ulama rukun wadiah terdiri dari: 

1) Muwwaddi’ (Orang yang menitipkan atau pemilik barang) 

2) Mustatawda’ atau Wadii’ (Orang yang dititipin barang) 

3) Wadi’ah (Barang atau uang yang di titipkan) 

4) Shighat (Ijab-Qabul) 

Adapun Syarat akad wadia’ah antara lain: 

a) Orang yang berakad harus baliqh, berakal dan cerdas (ahliah 

al-ada’) 

b) Barang titipan harus jelas di ketahui jenis dan identitasnya 

serta dapat dikuasai untuk di jaga 

c) Ijab dan qabul.25             

         c. Macam-Macam Wadiah 

                                                
                 23 Sohari Sahran, Ru’fah Abdullah, Fiqih Muaamalah, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), hlm 237. 

                                    24 Ibid.hlm. 154. 
                    25 Ibid.hlm. 157. 
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  Dalam Islam wadi‟ah dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 

1) Wadi‟ah yad Amanah  

              yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh 

digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan 

demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung 

jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. 

Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan 

barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang 

menitipkan secara apa adanya. Dengan konsep wadi‟ah yad 

Amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan 

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus 

benar-benar menjaganya sesuai kelaziman, karakteristik 

Wadi‟ah yad Amanah sebagai berikut:26 

a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di 

manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan 

dilarang untuk memanfaatkan barang titipan. 

b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang 

harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga 

perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang 

menjaganya. 

c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya 

atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima 

titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan 

membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang 

titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa. 

                                                
         26 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Kompilasi 

Hukum Ekonomi         Syariah. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm 112 
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  2) Wadi‟ah yad Dhamanah adalah titipan terhadap barang yang 

dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. 

Sehingga pihak penerima titipan bertaggung jawab terhadap 

risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan 

atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. 

Tentu saja penerima titipan wajib mengmbalikan barang 

yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang 

menitipkan.27 

d. Dasar Hukum Barang Titipan 

1. Al-Qur’an 

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 

قْبوُْضَةٌ فَۗاِنْ  لمَْ تجَِدوُْا كَاتبِاً فَرِهٰنٌ مَّ وَانِْ كُنْتمُْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ

 َ امَِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيؤَُدِِّ الَّذِى اؤْتمُِنَ امََانتَهَٗ وَلْيتََّقِ اللّٰه

ُ رَبَّهٗ ۗ وَلََ تكَْ  تمُُوا الشَّهَادةََۗ وَمَنْ يَّكْتمُْهَا فاَِنَّهٰٗٓ اٰثمٌِ قَلْبهُٗ ۗ وَاللّٰه

 ٌَ  بِمَا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْم28
Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai 

itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa 

                                                

 27 Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, 

( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 37 

                28 Qs al-Baqarah [2]: 283 
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menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”29 

 

 

 

 

Terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58  

َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الَْمَٰنٰتِ الِٰٰٓى اهَْلِهَاۙ وَاذِاَ حَكَمْتمُْ انَِّ  اللّٰه

ا يعَِظُكُمْ بهِٖ ۗ انَِّ  َ نِعِمَّ بيَْناَلنَّاسِ انَْ تحَْكُمُوْا باِلْعدَْلِ ۗ انَِّ اللّٰه

َ كَانَ سَمِيْعاًۢ بصَِيْرً 30ا  اللّٰه

Artinya: “Sesungguhny Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusiasupaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.31 

              2. Al Hadist 

خُنْ مَنْ خَانكََ تَ أدَِِّ الأمََانةََ إِلىَ مَنِ ائتْمََنكََ وَلََ   

Artinya: Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu 

dan jangan membalas dan jangan membals khiayanat kepada 

orang yang telah menghianatimu.”  

  3. Hukum positif 

                                                
                29 Ibid.hlm. 60. 
                30 Qs an-Nisa’ [4] 58.   

                  31 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahanya, (al-Madinah al-

Munawwarah: Mujamma’ al-malik Fahd li tiba’at, 1418 H), hlm 128 
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Terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), terdapat dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang 

berbunyi:  

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima 

sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia telah 

menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya” 

 

 

4. Konsep Umum tentang Parkir 

a. Pengertian Parkir 

Pengertian parkir menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk 

beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.32 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada 

Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa “keadaan tidak bergerak 

suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan 

oleh pengemudinya.33 

Berdasarkan pengertian parkir di atas memiliki arti bahwa 

jasa layanan parkir yaitu lokasi tempat parkir untuk menerima 

penghentian atau penitipan (kendaraan bermotor) untuk beberapa 

saat. Jika melihat fungsi dari tempat parkir terdapat juga asumsi 

parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki 

arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain 

                                                
                 32Kamus Besar Bahasa Indonesia., h. 831.  

                  33Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Pasal 1 
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dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan 

mengembalikannya dalam wujud asalnya. 

Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1694 

Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa penitipan adalah 

apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, 

dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan 

mengembalikannya dalam wujud asalnya. 

 

b. Undang Undang Tentang Parkir 

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir 

tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karna pemiliki 

atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana 

dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 

yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan”. 

2) Hukum Perdata 

 Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena 

“Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, 

dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

a) Pasal 1365 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
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menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut.” 

b) Pasal 1366 

 “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas 

kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, 

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kesembronoannya.” 

 

c) Pasal 1367 

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas 

kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, 

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan 

perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang 

berada di bawah pengawasannya.” 

3) Hukum Pidana  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur 

juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal 

ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran 

atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang 

diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) 

KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan 

melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin 

tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang 

seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
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bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah;” 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode kualitatif merupakan sebuah metode pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan 

dalam kehidupan kerja organisasi baik pemerintah, swasta, 

kemasyarakatan, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu 

kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. 

Pendekatan penelitian yang dimaksud, adalah suatu proses 

yang diperlukan dalam melakukan kajian, mulai proses penentuan 

sampai saat penelitian dilaksanakan. Qualitative research (riset 

kualitatif) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. 

Pendekatan kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional 

organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial, dan 

hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan.34 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu 

uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang 

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, 

organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji 

dari sudut pandang yang utuh, komprehansif dan holestid.35 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                
                34Rosady Ruslan, Penelitian Pubic Relations dan Komunikasi, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2017), hlm. 214 

              35Ibid, Hlm. 215 
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                Kehadiran peneliti di lapangan merupakan keharusan dalam 

kegiatan penelitian agar informasi yang didapatkan benar-benar 

sesuai dengan keadaan yang terjadi atau keadaan yang ada di 

lapangan, kareana peneliti lebih banyak berhubungan atau 

berinteraksi dengan informan sekaligus sebagai pengamat 

partisipasi.36 Kehadiran peneliti di lapangan atau lokasi penelitian 

merupakan kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

dengan menggunakan berbagai metode seperti metode 

observasi,dokumentasi,dan wawancara.  

3.  Lokasi Penelitian 

          Lokasi penelitian ini dilakukan di parkiran RSUD. Dr. R. 

Soedjono Selong Kab. Lombok Timur adalah salah satu tempat 

parkiran yang berada di Lombok Timur. Dengan 

mempertimbangkan hal tersebut peneliti menetapkannya sebagai 

lokasi penelitian untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengguna 

Jasa Parkir Sepeda motor Perspektik Hukum Islam dan Hukum 

Positif. 

      4. Sumber Data 

       Data merupakan suatu keterangan atau objek yang akan 

dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penulisan penelitian ini. Maka, peneliti menggunakan dua jenis data 

yaitu: 

 a. Data Primer  

           Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang 

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara 

                                                
              36Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2017), hlm, 164. 



25 

 

lain observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa pengambilan 

gambar atau foto ketika melakukan penelitian di lapangan.37 

           Adapun sumber data primer pada penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

 1) Observasi atau pengamatan langsung di lapangan 

 2) Wawancara dengan pengguna jasa parkir 

 3) Wawancara dengan pengelola jasa parkir 

   4) Dokumentasi (pengambilan gambar di lokasi penelitian) 

           Sumber data primer di atas akan didapatkan dengan terjun 

langsung di lokasi penelitian yaitu dengan menemui pihak-pihak 

terkait seperti penggelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir di 

RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur. 

     b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung 

dari objek penelitiannya. Penelitian mendapatkan dari buku, 

sumber-sumber pustaka atau literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, 

undang-undang skripsi, thesis, disertasi, dan lain-lain. 

 5.  Prosedur Pengumpulan Data 

      a. Observasi  

Peneliti dalam hal ini akan mencoba mengamati praktik jual 

beli tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah.38 Observasi 

dilakukan di tempat terjadinya transaksi tersebut, yaitu di RSUD 

Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur. Melalui 

observasi ini, akan dapat diperoleh beberapa data yang peneliti 

butuhkan, seperti Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir 

                                                
    37Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58  

               38 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), hlm. 63. 
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Sepeda Moto, termasuk juga problematika yang muncul dalam 

transaksi tersebut.  

          b. Wawancara 

    Wawancara yaitu memperoleh suatu keterangan atau teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab 

dengan lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan 

narasumber.39 Pada tahap ini peneliti akan menggunakan 6 

informan yang terdiri dari 3 orang dari pihak penggelola parkir 

dan 3 orang pengguna jasa parkir di RSUD Dr. R. Soedjono 

Selong kabupaten Lombok Timur. 

c.   Dokumentasi  

         Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, 

persentasi, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian 

ini didapatkan dari surat kabar. 

 6. Teknis Analisis Data 

          Teknik analisis data merupakan proses pemecahan data   

menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen 

dan struktur tertentu. Proses yang di lewati dalam teknik analisis 

data ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

          Kajian Mengenai Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir 

Sepeda Motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten 

Lombok Timur (Perspektik Hukum Islam dan Hukum Positif) 

dengan menggunakan penelitian kualitatif tentunya memiliki 

beberapa cara dalam menganalisis data, yakni sebagai berikut: 

a. Tahap Reduksi Data 

                                                
39 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 135.  
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     Merekduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan dalam hal-hal yang penting, di cari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

          Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di 

lapangan. 

 

 

b. Tahap Penyajian Data 

          Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Penyajian data yang dilakukan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambar keseluruhan. 

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklafisikasikan dan 

menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali 

dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan40. 

7. Pengecekan Keabsahan Data (Validasi). 

          Validasi data yakni, derajat ketetapan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan dari 

penelitian tersebut. Dengan demikian data yang valid merupakan 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian41. 

          Supaya dapat memperoleh data yang lebih akurat, tentu 

memerlukan teknik agar temuan yang didapatkan itu lebih sempurna 

atau valid. 

                                                
40

Ibid, hal.123 
41Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hal.367 
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H. Sistematika 

Sitematika pembahasan dalam penelitian ini peneliti uraikan sebagai 

berikut: 

         Pada bagian awal penelitian mencakup: halaman sampul depan, 

halaman judul, halaman logo, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan dewan penguji, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan 

abstrak. 

        Pada bagian isi penelitian mencakup: Bab I Pendahuluan, Bab II 

Paparan Data Dan Temuan, Bab Iii Pembahassan, dan Bab IV 

Penutup. 

         Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang 

latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teorintik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

         Bab II merupakan paparan data temuan, peneliti menguraikan 

terkait data-data yang peneliti peroleh selama proses penelitian. berupa 

gambaran umum lokasi penelitian juga praktik objek penelitian. 

         Bab III merupakan pembahasaan, peneliti memaparkan hasil 

analisis yang peneliti lakukan, dikolerasikan dengan data dan temuan 

selama penelitian. 

         Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan masukan atau 

saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian.  
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BAB II 

PAPARAN DAN TEMUAN 

A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat RSUD. Dr. R. Soedjono Selong 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong  yang 

pada awalnya adalah praktek pribadi didirikan oleh Dr. R. 

Soedjono pada tahun 1912 yang selanjutnya berkembang menjadi 

Poli Pelayanan Umum hingga Tahun 1932. Poli Pelayanan Umum 

tersebut pada tahun 1932 dikembangkan menjadi Poliklinik 

Perawatan dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur (setara 

dengan Puskesmas Perawatan sekarang). Poliklinik Perawatan ini 

kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Umum Selong yang 

berlokasi di  Puskesmas Selong  sekarang.  

2. Letak Geografis RSUD. Dr. R. Soedjono selong 

          Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong 

merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lombok Timur ,Sejak tanggal 26 Agustus 2020 Rumah sakit 

R.Soedjono Selong telah berubah menjadi Rumah sakit Tipe B, 

sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu satu 

pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 503/01/03/DPM-

PTSP/VIII/2020.  

           Laporan kegiatan rumah sakit merupakan tolak ukur untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan serta kekurangan-

kekurangan rumah sakit dalam melaksanakan fungsinya baik 
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sebagai suatu unit organisasi maupun sebagai pemberi pelayanan 

terhadap masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai bahan 

dalam menetapkan kebijakan-kebijakan operasional strategis dalam 

perencanaan pembangunan rumah sakit selanjutnya. Data-data 

yang tersaji dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan 

dan strategi oleh para perencana pembangunan rumah sakit baik 

ditingkat intern RSUD Dr. R. Soedjono Selong maupun ditingkat 

daerah dan pusat yang secara khusus ditujukan untuk: 

a. Sebagai bahan evaluasi kinerja RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Sebagai bahan pertanggung jawaban direktur kepada pihak-

pihak terkait. 

c. Tersedianya laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan di 

RSUD Dr. R. Soedjono Selong guna memperoleh gambaran 

situasi pelayanan menurut unit kerja yang ada. 

           RSUD Dr.R. Soedjono Selong terletak di ujung timur pulau 

Lombok dengan letak Geografis antara 116º-117º Bujur Timur dan 

8º-9º Lintang Selatan, dengan batas wilayah: 

            a). Sebelah Barat: Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah; 

            b). Sebelah Timur: Selat Alas 

c). Sebelah Utara: Laut Jawa 

d). Sebelah Selatan: Samudera Indonesia 

          Saat ini bangunan eksisting RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

terletak diatas tanah ± 37.040 m² dan memiliki luas eksisting ± 

7.849 m². Nantinya akan terdapat penambahan luas lantai 

bangunan sebesar 19.519 m² diluar area penataan landscape dengan 

mekanisme pembangunan per tahap massa gedung/bangunan 

sesuai Masterplan Rumah Sakit.  

           RSUD dr.R. Soedjono Selong terletak dijalan 

Prof.M.Yamin SH No.55 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong 

Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

Lingkungan yang Cukup padat yang dikelilingi oleh Perkantoran 

dan pemukiman dengan memiliki luas Lahan 52,734 Ha. Sejak 

tanggal 26 Agustus 2020 Rumah sakit R.Soedjono Selong telah 

berubah menjadi Rumah sakit Tipe B, sesuai dengan keputusan 
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Kepala Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor: 503/01/03/DPM-PTSP/VIII/2020. 

3. Struktur Organisasi RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

           Struktur Kelembagaan Organisasi RSUD Dr. R. Soedjono 

Selong sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2020 Tentang 

Kekudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong dengan 

susunan sebagai berikut: 

1. Direktur; 

2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari: 

a. Bagian Umum, terdiri dari: 

                1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

                     2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan 

                   3).Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

Pendidikan dan   Pelatihan   serta Akreditasi. 

            b. Bagian Keuangan, terdiri dari: 

    1) Sub Bagian Anggaran; 

                     2) Sub Bagian Perbendaharaan dan akuntansi; dan 

                     3) Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan. 

     c. Bagian Program, Humas dan Rekam Medik, terdiri dari: 

    1) Sub Bagian Program dan pelaporan; 

    2) Sub Bagian Humas dan Hukum; dan 

                     3) Sub Bagian Rekam Medik dan SIMRS 

            3. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari: 

                 a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari: 

                     1) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medik; dan 

                     2) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik. 

             4. Bidang Pelayanan Keperawatan dan kebidanan, terdiri dari: 

                  a) Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan; 

                  b)Seksi Etika Mutu dan Audit Klinik Keperawatan dan 

Kebidanan. 

                  c) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik terdiri 

dari : 

                       1) Seksi Penunjang Medik; 

                       2) Seksi Penunjang Non Medik. 

             5. Organisasi Non Struktural 
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                  a) Dewan pengawas; 

                  b) Satuan Pengawas Internal; 

                       1)  Komite; 

                       2)  Kelompok Staf Medis; 

                       3)  Instalasi; dan 

                       4)  Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

 

 

 

5. Stukur Organisas Parking RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. 

 

NO NamaPetugas Parkir            Tugas Parkir 

KETUA 

 

Zulfahmi 

 

WAKIL KETUA 

 

Hairul Mutaqqin 

 

SEKERTARIS 

 

Afharasin   

 

KORDINATOR 

 

Suherman 
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1 Zulfahmi Memberikan kercis parkir 

2 Afharasin Memberikan kercis parkir 

3 Suherman Penunngu motor di tempat parkir 

4 Abdul Hapis Penunggu motor di tempat parkir 

5 Bahri Penunggu motor di tempat parkir 

6 Hairul Mutaqqin Petugas tempat pembayaran parkir 

7 Amrulllah Petugas tempar pembayaran parkir 

 

 

 

B. Pengelolaan Perparkiran di RSUD R. Soedjono Selong Kabupaten 

Lombok Timur 

     1. Syarat Menjadi Juru Parkir  

        Kegiatan perparkiran di RSUD Dr. R. Sodjono Selong 

kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh juru parkir sudah 

bisa kita lihat diseluruh lokasi kabupaten Lombok Timur, juru parkir 

merupakan profesi yang mana juru parkir bertugas mengatur dan 

menjaga kendaraan tersebut dengan imbalan, berupa uang yang 

sudah ditentukan oleh peraturan Undang-Undng. 

        Profesi juru parkir sudah banyak diminati oleh masyarakat bisa 

kita dilihat di beberapa rumah sakit yang ada yang ada di kabupaten 

Lombok Timur, hampir semua rumah sakit dipenuhi oleh juru 

parkir, hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup. Untuk 

bisa melakukan kegiatan perparkiran, seorang juru parkir haruslah 

memenui beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sub. 

kordinator rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono 

Selong Kabupaten Lombok Timur sebagai piahak pertama yaitu: 

a. Diupayakan bertempat tinggal sekitar lokasi parkir 

        Dalam pengrekrutan juru parkir, juru parkir harus memenuhi 

beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh kordinator 
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rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

Kabupaten Lombok Timur sebagai piahak pertama salah satunya 

juru parkir tersebut diutamakan berdomisli dekat dengan lokasi 

parkir. 

       Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Rohardian, 

SKM. selaku kordinator rumah tangga dan perlengkapan RSUD 

Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur: 

       “Ketika seorang ingin menjadi anggota juru parkir, kami 

dari sub. rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono 

Selong Kabupaten Lombok Timur memberikan beberapa 

ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang tersebut diantaranya: 

seseorang itu diutamakan bertempat tinggal di lokasi parkir, 

supaya masyarakat disekitar lokasi tersebut bisa kita pekerjakan 

untuk mengurangi angka penganguran di sekitar lingkungan 

lokasi parkir”.42 

b. Melampirkan foto copy KK, KTP dan pas foto  

        Para calon juru parkir wajib melampirkan foto copy KK, 

KTP dan pas foto ketika ingin mendaptar sebagai juru parkir, 

untuk diketahui identitas dan asal usul dari juru parkir tersebut. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Rohardian, SKM. 

selaku kordinator rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur: 

       “Ketika seorang ingin mendaptar sebagai juru parkir, dia 

harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: melampirkan foto 

copy KK, KTP dan pas foto, sebagai syarat untuk bisa menjadi 

juru parkir, setelah itu kita berikan pemahaman menganai 

                                                
                42 Rohardian, Kordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan, Wawancara, 

Selong, 9 Maret 2022 
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aturan perparkiran, lalu kita pantau selama beberapa minggu 

untuk melihat kinerja dari juru parkir tersebut, setelah itu kita 

buatkan rompi sebagai tanda pengenal”. 

          Sedangkan penaggung jawab dari pihak pertama dari RSUD 

Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu pihak 

pertama sebagai pengelola parkir adalah kordinator rumah tangga 

dan perlengkapan, yaitu bapak  H. Rohardian, SKM sebagaiamana 

yang beliau katakan:  

“Kalau bagian parkiran masuknya dibagian sub rumah tangga dan 

perlengkapan dan kebetulan saya yang menjadi kordinator sekaligus 

penanggung jawab di bagian parkiran”. 

        Sedangakan penaggung jawab dari petugas parkir sebagai pihak 

kedua adalah bapak Zulfahmi sebagai ketua, sebgaiamana yang 

beliau katakan: 

“Pihak parkir disini adalah sebagai pihak kedua dan kebetulan 

yang menjadi ketua sekaligus pengaggung jawab disini adalah sya 

sebgai ketua”. 43 

2. Prosdur Pengelolaan di RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten 

Lombok Timur 

         Pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten 

Lombok Timur dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pertama 

adalah pihak dari RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten Lombok 

Timur dan pihak kedua adalah pihak luar yaitu pihak petugas parkir 

yang dimana dalam perjanjianya sistem penyetoran perhari yang 

sudah di tentukan oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian. 

                                                
           43 Zulfahmi, Ketua petugas parkir, Wawancara, Selong, 10 Maret 2022 
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    Pengelolaan yang dilaksakan oleh pihak pertama yaitu pihak 

dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur yaitu: 

menyiapkan lapangan tempat parkir, membersikan area parkir oleh 

petugas, memberikan kartu kercis kepada petugas juru parkir, 

meberikan baju seragam petugas parkir dan meberikan lipri parkir  

          Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Rohardian, SKM. 

sebagai kordinator rumah tangga dan perlengkapan: 

“Pengelola parkir dalam hal ini pihak pertama harus  menyiapkan 

lapangan tempat parkir, membersihkan area parkir oleh petugas 

kebersihan, memberikan kartu karcis parkir yang telah disediakan 

di pos parkir, memberikan baju seragam agar seragam dan ditandai 

sebagai petugas parkir dan terakhir memberikan lipri”44 

         Sedangkan pengelolaan yang dilaksanakan oleh petugas parkir 

adalah perparkiran yang melibatkan antara pemilik kendaraan 

dengan juru parkir yang dimana ikatan anatara juru parkir dan 

pemilik kendaraan dimulai ketika pemilik kendaraan menaruh 

kendaraan di lokasi parkir yang dijaga oleh juru parkir di lokasi 

tersebut, kemudian sebagian juru parkir memberikan tiket parkir 

yang akan dibawa oleh pemilik kendaraan sebagai alat bukti bahwa 

orang tersebut adalah pemilik dari kendaraan yang diparkirkan. 

Seperti hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan yaitu: 

1) Memberikan kercis kepada pengguna jasa parkir 

Pengelolan perparkiran ini melibatkan antara pemilik 

kendaraan dengan juru parkir yang dimana ikatan anatara juru 

parkir dan pemilik kendaraan dimulai ketika pemilik kendaraan 

menaruh kendaraan di lokasi parkir yang dijaga oleh juru parkir 

                                                
           44 Rohardian, Kordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan, Wawancara, Selong, 

9 Maret 2022 
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di lokasi tersebut, kemudian sebagian juru parkir memberikan 

tiket parkir yang akan dibawa oleh pemilik kendaraan sebagai 

alat bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik dari kendaraan 

yang diparkirkan. Seperti hasil wawancara dengan bapak 

Afharasin selaku juru parkir yang bertugas dibagian pemberian 

karcis di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok 

Timur selaku petugas parkir di area parkiran yaitu: 

        “Ketika seseorang memarkirkan kendaraan saya selaku juru 

parkir langsung memberikan karcis parkir sebagai alat bukti 

bahwa orang tersebut adalah pemilik kendaraan dan tiket 

tersebut juga digunakan sebagai alat bukti pembayaran”.45 

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik kendaraan bapak 

Indra: 

         “Ketika saya mau berkunjung ke RSUD selong, saya 

memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan oleh 

juru parkir, pertama datang saya disambut langsung diberikan 

kartu kercis dan saya langsung memarkirkan motor saya di 

tempat yang sudah di sediakan”46 

2) Penjaga sepeda motor dan barang bawaan 

Setelah petugas parkir diberikan kercis parkir tugas dari 

petugas parkir adalah menjaga sepeda motor dan barang bawaan 

yang dititipkan di tempat parkir sampai dengan pemilik 

kendaraan mengambil kembali kendaraanya sebagaimana hasil 

wawacara yang disampaikan oleh bapak Abdul hafiz yang 

bertugas  sebagai penjaga  sepeda motor di area parker yaitu: 

                                                
           45 Afharasin, Petugas parkir, Wawancara, Selong, 11 Maret 2022 

           46 Indra, Pengguna Parkir, Wawancara, Selong, 12 Maret 2022 
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        “Ketika pemilik sepeda motor sudah mengambil kercis, saya 

yang bertugas untuk menjaga sepeda motor sekaligus merapikan 

motor saya mengarahkan pemilik kendaran untuk memarkirkan 

motornya di tempat yang sudah disediakan dan ketika pemilik 

motor meningalkan sepeda motornya saya langsung merapikan 

sepeda motor dan menjaganya sampai pemilik motor mengambil 

sepeda motornya” 47 

3) Pos pembayaaran kercis parkir 

Setelah pengambilan sepeda motor pengguna jasa parkir 

akan diarahkan menuju tempat keluar di pos pembayaran parkir 

sebagaimna hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak 

Hairul Mutaqqin yang bertugas di tempat pembayaran karcis 

parkir yaitu: 

        “Biasanya pemilik sepeda motor yang akan pulang, mereka 

langsung di arahakan ke tempat pembayran karcis, karena 

proses pembayaran yang berubah tidak seperti dulu yang bayar 

langsung di tempat parkir dan sekarang tempat pembayranya 

telah disedikan pos pembayaran sekaligus tempat keluar”48 

Dari beberapa pemaparan yang disampaikan oleh juru 

parkir dan pemilik kendaraan dapat kita simpulkan bahwa 

pelaksanaan perparkiran yang ada relatif sama yaitu pada umumnya 

setiap sesorang yang ingin mendatangi RSUD Dr. R. Soedjono 

Selong, bahwasanya ketika sesorang ingin masuk atau menjenguk 

kelurganya haruslah memarkirkan kendaraanya di tempat yang 

sudah disediakan oleh juru parkir, sesampainya pemilik kendaraa di 

                                                
           47 Abdul Hafiz, Petugas Parkir, Wawancara, Selong, 12 Maret 2022 

           48 Hairul Mutaqqin, Petugas Parkir, Wawancara, Selong, 11 Maret 2022 
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tempat tersebut, pemilik kendaaran biasanya langsung diarahkan 

oleh juru parkir dan langsung memberikanya karcis seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Indra. 

Setelah juru parkir memberikan karcis barulah pemilik 

kendaraan bisa meninggalkan kendaraanya kemudian juru parkir 

tersebut yang akan merapikan menjaga kendaraan tersebut sembari 

menunggu pemilik kendaaran kembali. Setelah pemilik kendaraan 

selesai dalam berkunjung di RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

Kabupaten Lombok Timur, barulah pemilik kendaraan memberikan 

upah sesuai dengan aturan atau yang tertera di karcis. 

     Pada saat memarkirkan kendaraan juru parkir mempunyai 

kewajiban yakni menjaga kendaraan agar tetap aman, agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi sering kali juru parkir lalai 

dalam menjalankan tugasnya sehingga sering kali terjadi kehilangan, 

baik kehilangan helm, barang bawaan dan kerusakan pada sepeda 

motor, seperti yang di alami Hamzanwadi selaku Pemilik 

kendararan: 

           “saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami 

kehilangan yakni kehilangan helm pada saat saya menjenguk 

kelurga saya yang dirawat di RSUD Selong, pada saat saya 

menjenguk kelurga saya yang di rawat di RSUD Selong saya 

mengenakan sepeda motor dan helm, ketika saya memarkirkan 

kendaraan saya menaruh helm di atas spion lalu saya masuk 

berbelanja, ketika saya mau pulang dan mengambil motor di 

parkiran, saya mendapati helm saya sudah tidak ada (hilang), ketika 

saya menanyakan helm tersebut juru parkir tidak tahu menahu  

mengenai keberadaan helm tersebut ketika saya memintai 
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pertanggung jawaban juru parkir mengatakan kehilangan helm 

bukan tanggung jawab saya, malah juru parkir tersebut 

menyalahkan saya karna saya tidak menaruh helm di tempat yang 

aman”49 

     Begitu juga dengan yang dialami oleh bapak Ahmad Yani 

yang pernah mengalami kehilangan barang pada saat parkir: 

“Saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami kehilangan 

barang pada saat memarkirkan kendaraan di lapangan parkir 

RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, pada saat 

itu saya menjenguk kelurga saya yang dirawat di RSUD lalu saya 

menaruh barang di motor dan saya menyuruh juru parkir untuk 

menjaga barang tersebut, pas saya balik tiba-tiba barang tersebut 

hilang, disitu saya minta pertanggung jawaban juru parkir, tapi juru 

parkir tersebut tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bukan 

tanggung jawab, padahal tugas juru parkir adalah menjaga barang 

dan kendaraan”.50 

  Begitu juga dengan yang dialami oleh bapak Rian yang pernah 

mengalami kerusakan pada sepeda motor pada saat parkir: 

“Saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami keruskan pada 

sepion motor saya padhal seblumnya tidak ada kerusakan, pada 

saat itu saya memarkirkan motor saya di area pakir RSUD selong 

yang sudah disediakan, pada saat itu saya menjenguk kakak saya 

yang sedang dirawat di RSUD Selong, pada saat saya mau pulang 

dan menemukan sepion motor saya sudah rusak. lalu saya memita 

tanggung jawab petugas parkir, akan tetapi petugas parkir 

mengatakan bahwa sepion motor saya memang sudah rusak dari 

                                                
           49 Hamzanwadi, Pengguna Parkir, Wawancara, Selong, 10 Agustus 2021 

           50 Ahmad Yani, Pengguna Parkir, Wawancara, Selong, 13 Maret 2022 
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sebelum memarkirkan sepeda motor saya padhal sebelum saya 

memarkirkan kendaraan, sepion motor saya tidak ada kerusakan 

sedikitpun51 

  Dalam melakukan sebauah transaksi baik dalam melakukan 

transaksi jasa maupun non jasa disarankan mengutamakan 

kemaslahatan untuk menghindari kerugian pada masing-masing 

pihak. Dalam pengelolan oleh petugas perparkiran di RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur berkali-kali terjadi 

kehilangan barang, baik kehilangan helm maupun barang bawaan, 

kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor di lokasi parkir, 

akibatnya pemilik kendaraan selalu merasa dirugikan karena tidak 

adanya tanggung jawab dari petugas parkir dan kemaslahatan bagi 

pemilik kendaraan tidak ada. 

      3. Penyelesaian Sengketa  

         Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan 

terhadap pelaku usaha melalui peradilan umum atau melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konusumen, namun selama ini di RSUD. 

Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur selalu 

menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah,  

              Berikut ini peneliti mengemukakan hasil tentang penyelesaian 

sengketa di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok 

Timur, melalui musyawarah: 

         a. Musyawarah petugas parkir dan pengguna jasa parkir 

         Upaya musyawarah antara petugas parkir dan pengguna jasa 

parkir, petugas parkir tidak mau bertanggung jawab atas 

                                                
           51 Rian, Pengguna jasa parkir, Wawancara, Selong, 14 Maret 2022 
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kehilangan karena tidak ada perjanjian antara pengelola parkir 

dan petugas parkir jika terjadi kehilangan dan kerusakan. 

         Sebagaiama yang disampaikan oleh petugas parkir yaiitu 

bapak Zulfahmi sebagai ketua parkir mengatakan “Setiap 

kehilangan, baik kehilangan kendaraan dan barang bawaan 

maupun kerusakan pada kendaraan bukan tanggungjawab 

petugas parkir karena sebelumnya tidak ada perjanjian 

tangguang jawab”52 

b. Musyawarah antara pengeloa parkir, petugas parkir dan pengguna   

jasa parkir 

               Musyawarah antara ketiga belah pihak antara pengelola 

parkir, petugas parkir dan pengguna jasa parkir, sebagaimna yang 

di sampiakan oleh pengelola usaha parkir yaitu bapak H. 

Rohardian, SKM mengatakan “ Dari hasil musyawarah antara 

kami pihak pengelola usaha, petugas parkir dan pengguna jasa 

parkir, kami dari pihak pengelola usaha terpaksa menangung 

kerugian sendiri, karena sebelumnya antara pengelola parkir dan 

petugas parkir tidak ada perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, 

akan tetapi dari pihak pengelola parkir hanya mengganti 

kerugian jika yang hilang itu kendaraan bermotor saja, karena 

ganti ruginya yang terlalu mahal tidak mungkin dibebankan 

kepada juru parkir dan ganti kerugian sebanyak 50% saja dari 

total kerugian ”. 53 

               Dari hasil penyelesain sengketa diatas, bahwasanya 

petugas parkir tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi 

                                                
             52 Zulfahmi, Ketua petugas parkir, Wawancara, Selong, 14 Maret 2022 

             53 Rohardian, Kordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan, Wawancara, Selong, 

9 Maret 2022 
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kehilangan barang baik helm, mapun  barang bawaan dan 

keruskan pada sepeda motor karna juru parkir menganggap 

bahwa itu bukan tanggung tanggung jawab dia, pertanggung 

jawaban dari pengelola usaha parkir saja dan pengelola usaha 

parkir hanya mau menanggung kerugian jika yang hilang itu 

kendaraan bermotor dan pembayaran kerugian 50% dari total 

kerugian 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir di RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Perspektif Hukum 

Islam 

      1. Hubungan Hukum antara pengelola parkir dan  pengguna jasa parkir 

menurut hukum Islam di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten 

Lombok Timur. 

                    Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa 

parkir lahir ketika pengguna jasa parkir memarkirkan atau 

menitipkan sepeda motornya dan barang bawaan kepada petugas 

parkir yang dimana petugas parkir harus menjaga sepeda motor 

dan barang bawaanya sehingga menjadi tanggung jawab petugas 

parkir, penitipan dalam Islam disebut wadia’ah Secara bahasa 

alwadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk 

dijaganya dan pada penerimaanya (I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu 

wafi Qabulihi )54 

                   Penitipan jasa parkir merupakan penitipan sepeda motor oleh 

pengguna jasa parkir kepada petugas parkir untuk dijaga dan 

dirawatnya dan petugas diharuskan amanah dengan 

mengembalikan penitipan sepeda motor dan barang yang dititipkan 

dalam bentuk asalnya sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-

Baqarah ayat 283 

                                                

          54 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011,) hlm. 179. 
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قْبوُْضَةٌ فَۗاِنْ امَِنَ  لمَْ تجَِدوُْا كَاتبِاً فَرِهٰنٌ مَّ وَانِْ كُنْتمُْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ

 َ  رَبَّهٗ ۗ وَلََ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيؤَُدِِّ الَّذِى اؤْتمُِنَ امََانتَهَٗ وَلْيتََّقِ اللّٰه

ُ بِمَا تعَْمَلوُْنَ  هَادةََۗ وَمَنْ يَّكْتمُْهَا فاَِنَّهٰٗٓ اٰثمٌِ قَلْبهُٗ ۗ وَاللّٰه تكَْتمُُوا الشَّ

 ٌَ  عَلِيْم55

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, 

karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor 

(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”56 

          Dalil Al-qur’an di atas menjukan bahwa bersifat amanah di 

dalam segala hal termasuk juga di dalam penitipan parkir sepeda 

motor di parkiran. Akan tetapi dalam pengelolalan parkir di RSUD 

Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur sering terjadi 

kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan sepeda 

motor sehingga dampaknya pihak pengguna jasa parkir selalu 

merasa dirugikan oleh pengelola parkir. 

          Setiap profesi dalam bidang jasa pasti ada masalah dan risiko 

yang timbul di dalamnya, dalam praktik pengelolan perparkiran di 

RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur menemukan ada 

beberapa permasalahan yang terjadi yaitu kehilangan barang 

bawaan, kehilangan helm dan kerusakan sepeda motor dan, jelas 

                                                
             55 Qs al-Baqarah [2]: 283 

                    56 Ibid.hlm. 60. 
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perkara ini dalam hukum islam disebut tidak amanah dan hal yang 

tidak boleh sebagaimana Rasulullah bersabda: 

 انَةَ إلِىَ مَنِ ائتْمََنكََ وَلَ تخَُنْ مَنْ خَانَكَ 

Artinya: Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan 

jangan membalas dan jangan membals khiayanat kepada orang 

yang telah menghianatimu.” 

        Pengelola parkir di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur, 

perbutan pengelola parkir bertentangan dengan dalil dan hadis di 

atas karena tidak amanah dalam menjaga dan merawat barang dan 

kendaraan yang dititipkan. Jika terjadinya kehilangan maka 

pengelola parkir haruslah bertanggung jawab atas perbuatanya, 

namun yang terjadi di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur 

dari penyelesain sengketa di bab ll bahwa pengelola parkir tidak 

mau bertanggungjawab atas kehilangan barang bawaan, kehilangn 

helm, keruskan sepeda motor dan pihak pengelola parkir hanya 

mau brtanggung jawab jika yang hilang itu sepeda motor itupun 

50% dari total kerugian 

Jadi dengan melihat dari beberapa segi diatas peneliti 

mengatakan bahwa pengelolalan perparkiran yang dilakukan 

oleh pengelolan parkir bertentangan dengan hukum islam, karena 

sering terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangn helem dan 

keruskan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggung jawab 

pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan 

barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor 

dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika 

yang hilang itu kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total 

kerugian.  
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      2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

       Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang 

membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:57 

a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan 

terhindar dari pemalsuan  

b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat  

c. Hak untuk mendapatkan advokasi da npenyelesaian sengketa 

d. Hak mendapatkan perlindungan dari   penyalahgunaan keadaan 

e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu 

produk 

       f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar 

        Dalam  hukum  Islam  kewajiban-kewajiban  konsumen  

tidak  dijelaskan  secara spesifik, namun demikian sebagai 

bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat 

menjelaskannya sebagai berikut:58 

a) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa; 

b) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang 

dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan; 

c) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah 

disepakati dan di landasi rasa saling rela merelaka (taradhin), 

yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah); 

c) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan 

perlindungan konsumen.  

 

 

                                                
            

                58 Muhammad Yusril, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam 

Persfektif Hukum Islam, (Bogor: Cv. Angkasa Bumi, 2008), hlm. 149. 
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B. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir di RSUD Selong 

Kabupaten Lombok Timur Perspektif Hukum Fositif 

      1. Hubungan Hukum antara pengelola parkir dan  pengguna jasa parkir 

menurut hukum positif 

                     Berhubungan dengan masalah yang diteliti, jasa parkir 

merupakan suatu perikatan yang timbul karena perjanjian atau 

perikatan yang timbul karena undang-undang. Hubungan hukum 

antara pihak pengelola jasa parkir dengan konsumen jasa parkir 

pada dasarnya disebut konsumen adalah hubungan hukum 

penitipan barang. 

                      Perjanjan penitipan barang dalam KUH Perdata diatur dalam 

pasal 1694 menegaskan bahwa, penitipan adalah terjadi apabila 

seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat 

bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam 

wujud asalnya.16 dan dalam pasal 1706 KUH Perdata menegaskan 

bahwa, penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu 

dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang 

kepunyaan sendiri. 

                     Dalam pasal pasal 1706 KUHperdata di atas menjelaskan 

kewajiban pengelola penitipan parkir berkewajiban menjaga dan 

memelihara barang yang dititipkan seperti milik sendiri. Akan 
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tetapi dalam pengelolalan parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

Kabupaten Lombok Timur sering terjadinya kehilangan barang 

bawaan, kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor 

sehingga dampaknya pihak pengguna jasa parkir selalu merasa 

dirugikan oleh pengelola parkir. 

        Ketika konsumen memilih untuk melakukan jasa layanan 

parkir, maka dilihat dari prosedur pelaksanaan parkir yaitu ketika 

konsumen memarkirkan kendaraan bermotornya di area lahan 

parkir, maka pada saat itu konsumen mempunyai kepercayaan pada 

pihak penyelenggara parkir bahwa akan menjaga kendaraannya 

dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan seperti ujud 

asalnya serta percaya bahwa barang-barang yang ada di dalam 

kendaraannya tidak akan hilang atau rusak. Kepercayaan tersebut 

diperlukan oleh seseorang konsumen parkir karena telah 

memarkirkan dan menitipkan kendaraannya kepada jasa pengelola 

layanan parkir. 

       Adanya kewajiban dari pihak pengelola parkir, apabila karena 

adanya  kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir 

sehingga terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau 

barang yang ada di dalam kendaraan tersebut, maka ia harus 

bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen baik 

itu kerugian secara materiil maupun immaterial sebagaimna di 

jelaskan dalam Undang-Undang: 

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  

Konsumen.  

                 Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir 

tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karna pemiliki 
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atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana dan 

secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 yaitu:  

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian 
atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan 

diperdagangkan”. 

b. Hukum Perdata 

        Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena 

“Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, 
dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

1) Pasal 1365 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut.” 

2) Pasal 1366 

 “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian 

yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas 

kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” 

3) Pasal 1367 

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian 

yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas 

kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang 

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang 

yang berada di bawah pengawasannya.” 

c. Hukum Pidana  
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur 

juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini 

jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran atau 

pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat 

kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : 

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 

menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian 

milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 

dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. 

          Namun yang terjadi di RSUD Selong Kabupaten Lombok 

Timur dari penyelesain sengketa di bab ll bahwa pengelola parkir 

tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan barang bawaan, 

kehilangn helm, keruskan sepeda motor dan pihak pengelola parkir 

hanya mau brtanggung jawab jika yang hilang itu sepeda motor 

itupun 50% dari total kerugianan. 

          Jadi dengan melihat dari beberapa segi di atas peneliti 

mengatakan bahwa pengelolalan perparkiran yang dilakukan 

oleh pengelolan parkir bertentangan dengan hukum positif, karena 

sering terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangn helem dan 

keruskan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggung jawab 

pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan 

barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor 

dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika 

yang hilang itu kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total 

kerugian.  
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     2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

         Pada umumnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka 

kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang dalam 

hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang 

(lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara 

pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya, baik 

perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun 

undang- undang. Keduanya ini membentuk perikatan di antara para 

pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan 

hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan atau 

yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam 

perikatan.59 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur 

secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen 

sebagaimana diuraikan berikut ini. Adapun hak konsumen dalam 

pasal 4 yaitu: 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa. 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa. 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan. 

                                                
              59 Gunawan Widjaja, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), hlm. 25. 
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5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian 

jika barang dan/atau yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

dan tidak sebagaimana mestinya. 

9) Hak-hak yang diataur dalam ketentuan perundang-undangan 

lain.60 

          Analisis hak-hak konsumen dalam penelitian Perlindungan 

Hukum Pengguna Jasa Parkir Perspektif Hukum Positif di RSUD 

Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Pasal 4 huruf a, 

huruf d, dan huruf h UU No. 8 Tahum 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut: 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

           Pasal 4 huruf a UUPK mengatur tentang hak konsumen 

untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Shidarta yang menyatakan sebagai berikut: 

           Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, 

dan keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan 

kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh 

                                                
60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 4 
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membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak 

dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.61 

          Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo terkait dengan hal 

tersebut di atas, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk 

menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam 

penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga 

konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) 

apabila mengkonsumsi suatu produk.62 

          Berdasarkan data, data tentang pengelolaa parker di RSUD 

Selong, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK, 

serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka 

dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa parkir di RSUD 

Selong belum memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan jasa parkir. 

         b) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan 

            Pasal 4 huruf d UUPK mengatur tentang hak konsumen 

untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan. Hal ini dijelaskan oleh Shidarta sebagai 

berikut: 

           Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan 

informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi 

yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten 

                                                
                61 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 
2006), hlm. 13. 

              62 Ahmadi Miru , Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2004), hlm. 21 
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sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen 

berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.63 

           Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmadi Miru 

dan Sutarman Yudo berpendapat sebagai berikut: 

 Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak 

dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan dari 

kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi 

yang diperoleh tentang produk kurang memadai, ataukah berupa 

pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat 

penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan/ pendapat 

tentang suatu kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan 

kepentingan konsumen.64 

             Berdasarkan data tentang keluhan dari konsumen yang 

telah memanfaatkan jasa parkir mengenai kurang ketatnya 

penjagaan pada pintu keluar, bila dikaitkan dengan ketentuan 

Pasal 4 huruf d UUPK serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan 

Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa 

parkir di RSUD Selong kabupaten lombok timur,  belum 

memberikan hak konsumen untuk didengar pendapat dan 

keluhannya atas barang dan/atau jasa, yaitu hanya sekedar 

menampung aspirasi konsumen. Hal ini terbukti pada waktu 

dilakukan observasi lapangan, bahwa keluhan tersebut tidak 

ditindaklanjuti dengan upaya penjagaan yang ketat pada pintu 

keluar, misalnya dengan pemberlakuan karcis dan pemeriksaan 

STNK setiap kendaraan yang keluar. 

                                                
               63 Ibid.hlm 16 

               64 Ibid.hlm 21 
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        c) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

         Konsekuensi dari usaha yang dilakukan, maka pelaku usaha 

dibebani kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, 

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang 

diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah 

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur 

dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menentukan bahwa hak 

konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dalam penyelesaian 

sengketa pihak petugas parkir tidak mau bertanggung jawab, 

yang bertanggung jawab hanya dari pengelola parkir atau pihak 

pertama itupun bertanggung jawab apabila yang hilang itu sepeda 

motor hanya sebanyak 50% dari total kerugian. 

          Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak 

konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh 

produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan 

melindungi kerugian konsumen daari berbagai aspek.59 Selain 

memiliki hak, tentu saja konsumen juga memiliki kewajiban. 
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Kewajiban tersebut telah di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Pasal 5. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalah: 

                   a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan. 

                   b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa. 

                   c.  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

                   d. Menikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah 

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, 

namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan 

kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan 

konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawa, jika konsumen 

yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan 

kewajiban tersebut.65 

3. Hak dan Kewajiban Pengelola 

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka 

UUPK juga telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang 

telah disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7 Dalam hal ini tidak hanya 

konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Secara 

bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang patut untuk 

mendapatkan perlindungan. Hak-hak pelaku usaha ini juga 

                                                
            65 Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), hlm. 48. 
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merupakan bagian dari kewajiban konsumen. Hak pelaku usaha 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. 

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.66 

          Kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam UUPK pada 

Pasal 7. 

Kewajiban pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya. 

b. Member informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan, 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

                                                
               66 Abdur Rasyid Salim, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kecana, 

2005), hlm. 223. 
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diperdagAngkan berdasarkan ketentuan standar mutu baranag 

dan/atau jasa yang berlaku. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang 

diperdagAngkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagAngkan. 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bawa hak dan 

kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban 

konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban 

konsumen merupakan hak yang diterima pelaku usaha, akan tetapi di 

RSUD Selong kabupaten Lombok Timur petugas parkir hanya 

mementikan hak-haknya saja tanpa memeprdulikan kewajibanya. 

     2. Hak dan Kewajiban Konsumen 

         Pada umumnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka 

kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang dalam 

hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang 

(lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara 

pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya, baik 

perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun 

undang- undang. Keduanya ini membentuk perikatan di antara para 

pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan 
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hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan atau 

yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur 

secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen 

sebagaimana diuraikan berikut ini. Adapun hak konsumen dalam 

pasal 4 yaitu: 

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa. 

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. 

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan. 

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian 

jika barang dan/atau yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

dan tidak sebagaimana mestinya. 

Hak-hak yang diataur dalam ketentuan perundang-undangan lain. 

          Analisis hak-hak konsumen dalam penelitian Perlindungan 

Hukum Pengguna Jasa Parkir Perspektif Hukum Positif di RSUD 
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Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Pasal 4 huruf a, 

huruf d, dan huruf h UU No. 8 Tahum 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut: 

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa 

           Pasal 4 huruf a UUPK mengatur tentang hak konsumen 

untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Shidarta yang menyatakan sebagai berikut: 

           Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, 

dan keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan 

kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh 

membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak 

dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. 

          Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo terkait dengan hal 

tersebut di atas, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk 

menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam 

penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga 

konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) 

apabila mengkonsumsi suatu produk. 

          Berdasarkan data, data tentang pengelolaa parker di RSUD 

Selong, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK, 

serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka 

dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa parkir di RSUD 

Selong belum memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan jasa parkir. 
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         b) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan 

            Pasal 4 huruf d UUPK mengatur tentang hak konsumen 

untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan. Hal ini dijelaskan oleh Shidarta sebagai 

berikut: 

           Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan 

informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi 

yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten 

sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen 

berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. 

           Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmadi Miru 

dan Sutarman Yudo berpendapat sebagai berikut: 

 Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak 

dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan dari 

kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi 

yang diperoleh tentang produk kurang memadai, ataukah berupa 

pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat 

penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan/ pendapat 

tentang suatu kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan 

kepentingan konsumen. 

             Berdasarkan data tentang keluhan dari konsumen yang 

telah memanfaatkan jasa parkir mengenai kurang ketatnya 

penjagaan pada pintu keluar, bila dikaitkan dengan ketentuan 

Pasal 4 huruf d UUPK serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan 

Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa 
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parkir di RSUD Selong kabupaten lombok timur,  belum 

memberikan hak konsumen untuk didengar pendapat dan 

keluhannya atas barang dan/atau jasa, yaitu hanya sekedar 

menampung aspirasi konsumen. Hal ini terbukti pada waktu 

dilakukan observasi lapangan, bahwa keluhan tersebut tidak 

ditindaklanjuti dengan upaya penjagaan yang ketat pada pintu 

keluar, misalnya dengan pemberlakuan karcis dan pemeriksaan 

STNK setiap kendaraan yang keluar. 

        c) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 

         Konsekuensi dari usaha yang dilakukan, maka pelaku usaha 

dibebani kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, 

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang 

diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah 

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur dalam 

Pasal 4 huruf h UUPK yang menentukan bahwa hak konsumen 

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dalam penyelesaian 

sengketa pihak petugas parkir tidak mau bertanggung jawab, 
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yang bertanggung jawab hanya dari pengelola parkir atau pihak 

pertama itupun bertanggung jawab apabila yang hilang itu sepeda 

motor hanya sebanyak 50% dari total kerugian. 

          Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak 

konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh 

produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan 

melindungi kerugian konsumen daari berbagai aspek.59 Selain 

memiliki hak, tentu saja konsumen juga memiliki kewajiban. 

Kewajiban tersebut telah di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Pasal 5. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalah: 

                   a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan. 

                   b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa. 

                   c.  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

                   d. Menikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah 

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, 

namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan 

kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan 

konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawa, jika konsumen 

yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan 

kewajiban tersebut. 
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3. Hak dan Kewajiban Pengelola 

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka 

UUPK juga telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang 

telah disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7 Dalam hal ini tidak hanya 

konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Secara 

bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang patut untuk 

mendapatkan perlindungan. Hak-hak pelaku usaha ini juga 

merupakan bagian dari kewajiban konsumen. Hak pelaku usaha 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan. 

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

          Kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam UUPK pada 

Pasal 7. 

Kewajiban pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut: 

Beritikad baik dalam kegiatan usahanya. 
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Member informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan, 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagAngkan berdasarkan ketentuan standar mutu baranag 

dan/atau jasa yang berlaku. 

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang 

diperdagAngkan. 

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagAngkan. 

Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bawa hak dan 

kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban 

konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban 

konsumen merupakan hak yang diterima pelaku usaha, akan tetapi di 

RSUD Selong kabupaten Lombok Timur petugas parkir hanya 

mementikan hak-haknya saja tanpa memeprdulikan kewajibanya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

          Dari seluruh pembahasan yang telah di kemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten 

Lombok Timur di laksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pertama 

adalah pihak dari RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten Lombok 

Timur dan pihak kedua adalah pihak luar yaitu pihak petugas parkir, 

dalam pengelolan perparkiran di RSUD Dr. R. Soedjono Selong 

kabupaten Lombok Timur pengguna jasa parkir pada saat 

memarkirkan kendaraanya, juru parkir mempunyai kewajiban yakni 

menjaga kendaraan agar tetap aman, agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan, tapi sering kali juru parkir lalai dalam menjalankan 

tugasnya sehingga berkali-kali terjadi kehilangan, baik kehilangan 

helm, barang bawaan dan kerusakan pada kendaraan sepeda motor 

di lokasi parkir. 

2. Perlindungan hukum pengguna jasa parkir perspektif Hukum Islam 

di RSUD Dr. R. Soedjono selong kabupaaten Lombok Timur. 

Jika terjadinya kehilangan maka pengelola parkir haruslah 

bertanggungjawab atas perbuatanya. pengelolalan perparkiran yang 

dilakukan oleh pengelolan parkir bertentangan dengan hukum islam, 

karena berkali-kali terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangn 

helem dan keruskan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggung 

jawab pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan 

barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor dan 

pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang 

hilang itu kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total 

kerugian.    
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3. Perlindungan hukum pengguna jasa parkir perspektif Hukum Positif 

di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaaten Lombok Timur. 

Adanya kewajiban dari pihak pengelola parkir di RSUD Dr. R. 

Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, apabila karena adanya  

kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir sehingga 

terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang 

ada di dalam kendaraan tersebut, maka ia harus bertanggungjawab 

atas kerugian yang diderita oleh konsumen baik itu kerugian secara 

materiil maupun immaterial sebagaimna dijelaskan dalam Undang-

Undang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena 

“Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 

1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur juga mengenai 

pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur 

kesengajaan dari pemilik parkiran atau pengelola yang membuat 

kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 

ayat (1) KUHP. Jadi pengelolalan perparkiran yang dilakukan 

oleh pengelolan parkir bertentangan dengan hukum positif, karena 

sering terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangn helem dan 

keruskan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggungjawab 

pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan barang 

bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor dan pihak 

pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang hilang itu 

kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total kerugian.  

B. Saran 

1. Kepada pengelola dan petugas parkir agar selalu mendepankan sipat 

amanah, memperhatiakan hak dan kewajiban konsumen atau 
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pengguna jasa parkir dan mengerjakan tugasnya dengan sbaik-

baiknya jangan sampai lali dan teredor dalam menjaga sepeda motor 

dan yang barang dititipkan pemiliknya. 

2. Kepada pemilik yang merasa dirugikan dengan kehilangan dan 

keruskan pada barang dan motor yang dititipkan agar melaporkan ke 

pihak berwajib dan jika tidak mau melaporkan supaya mengihlaskan 

barang yang hilang atau rusak tersebut.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

Pertanyaan untuk pengelola parkir dan petugas parkir 

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ketika ketika terjadinaya 

kehilangan? 

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir jika terjadi 

kehilangan barang atau keruskan barang dan kehilangan sepeda motor 

milik pengguna jasa parkir di area parkir RSUD Dr. R. Soedjono 

Selong Kabupaten Lombok Timur? 

3. Siapa yang menanggung kerugian kepada pengguna jasa parkir ketika 

terjadinya kehilanagn barang, kerusakan barang dan kehilangan sepeda 

motor di area parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten 

Lombok Timur? 

  

Pertanyaan untuk pengguna jasa parkir 

1. Dalam hal kepentingan apa pengguna jasa parkir menggunakan jasa 

parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur 

ini? 

2. Bagaimana Pelayanan Pengelola parkir yanag penguna jasa parkir 

dapatkan? 

3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir jika terjadi 

kehilangan barang atau keruskan barang dan kehilangan sepeda motor 

milik pengguna jasa parkir di area parkir RSUD Dr. R. Soedjono 

Selong Kabupaten Lombok Timur? 
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Lampiran 2: Surat Keterangan Plagiasi 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan Bebas Pinjam 
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Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 5: Kartu Konsul 
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Lampiran 6 Foto Dokumentasi Wawancara 
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